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"TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 31
TAHUN 2009 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
(HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2010

" | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

Menimbang . oa

Mengingat .

BUPATI WONOSOBO,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor
31/Permentan/SR.130/4/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan
Dan Harga Eceran Tertinggi ( HET ) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian Tahun Anggaran 2010, maka perlu mengubah Peraturan
Bupati Nomor 31 Tahun 2009 tentang Alokasi Dan Harga Eceran
Tertinggi ( HET ) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun
Anggaran 2010 Kabupaten Wonosobo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2009 tentang Alokasi
Dan Harga Eceran Tertinggi { HET ) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Wonosobo ;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1478 );
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
42, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8321);
Undang ~ Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang- Undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 )
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059),

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya
Tanaman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079),
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan
Tugas Pembantuan ( Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4816 ),

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/Um/9/1973 tentang
Syarat Pembungkusan Pemberian Label Pestisida ;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/Kpts/TP 270/7/1985 tentang
Pengawasan Pestisida ;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 949/Kpis/TP 270/12/1998 tentang

‘Pestisida Terbatas ;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008
tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008
tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009
tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi { HET ) Pupuk Bersubsidi
Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah
diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor
32/Permentan/SR.130/4/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Alokasi Dan
Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian Tahun Anggaran 2010,

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009 tentang
Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk
Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010
( Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI WONOSOBO NOMOR 31 TAHUN 2009 TENTANG ALOKASI
DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN 2010.
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Mengubah ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Wonosobo
Nomor 31 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi ( HET )
Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Wonosobo Tahun
Anggaran 2010 ( Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor
31) sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut.

Pasal §

(1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi di
daerah sesuai Harga Eceran Tertinggi ( HET )

(2} Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
a. pupuk Urea = Rp.1.600,-/kg;
b. pupuk ZA Rp. 1.400.-/ kg ;
¢. pupuk Superphos /SP-36 Rp. 2.600,-/ kg ;
d. pupuk NPK / Phonska Rp. 2.300,- / kg ;
¢. pupuk Organik Rp 700-/kg.

N (3). Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam kemasan 50 kg, 40 kg dan atau
20 kg yang dibeli oleh Petani, Pekebun, Peternak, Pembudidaya Ikan
dan atau Pembudidaya Udang di Penyalur Lini IV secara tunai.
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Pasal I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan.

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
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